BAB 11
SITUASI KRISIS MYANMAR DAN CRIMES
AGAINST HUMANITY

Setelah menyita perhatian internasional pada tahun
2015 dengan ditemukannya pengungsi berjumlah besar yang
terlunta-lunta di kapal, Krisis Myanmar disebut sebagai salah
satu krisis pengungsi tercepat di dunia. Ratusan ribu penduduk
Suku Rohingya memilih pergi mengungsi setelah menerima
deskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan berupa
kekerasan serta pembatasan yang menyengsarakan hidup suku
tersebut. Permasalahan ini semakin diperparah dengan masih
tidak diakuinya Suku Rohingya dalam daftar warga negara
yang diakui oleh  Myanmar berdasarkan  hukum
kewarganegaraan tahun 1982. Hal ini sangat disayangkan
mengingat Pemerintah Myanmar mengesampingkan sejarah
panjang eksistensi Suku Rohingya di Myanmar.

Di dalama Bab Il ini, akan dijelaskan tenang Krisis
Myanmar secara terperinci, dimulai dari origin dan sejarah
masuknya Suku Rohingya ke Myanmar, pembahasan secara
mendalam tentang dampak diberlakukannya hukum
kewarganegaraan tahun 1982 terhadap eksistensi Suku
Rohingya di Myanmar, serta pembahasan tentang eskalasi
krisis terbaru yang terjadi di tahun 2017 dan indikasi adanya
crimes against humanity.

A. Background Sejarah
Sebelum membahas tenang eskalasi konflik
terbaru yang terjadi di Myanmar, alangkah lebih baik
membahas terlebih dahulu sejarah panjang bagaimana
krisis ini terjadi. Dengan demikian akan diketahui tentang
sumber permasalahan mengapa krisis ini terjadi.
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a. Origin dan Awal Mula Masuknya Rohingya ke

Myanmar

Myanmar - sebelumnya Burma - adalah salah
satu negara yang paling memiliki kekayaan etnik di
Asia. Sebanyak 90% dari 50 juta populasi yang
mendiami wilayah Myanmar beragama Budha, 4%
beragama Kristen, sementara Muslim menjadi
minoritas dibawah angka 2% saja (United Nations
High Commissioner for Human Right, 2016). Suku
Rohingya menjadi suku dengan penduduk beragama
Muslim terbesar di Myanmar dengan jumlah yang
beragama Muslim mencapai 1 juta orang. Meskipun
demikian, tidak dapat dapat dipugkiri bahwa Suku
Rohingya mejadi suku yang minoritas jumlah dan juga
agama disana.

Suku Rohingya menganggap bahwa mereka
adalah keturunan muslim pedagang dari Persia dan
Arab yang datang ke Myanmar pada masa yang lalu
(Aljazeera, 2018). Mereka sangat berbeda dengan
pribumi Myanmar dalam berbagai hal, baik itu etnis,
bahasa maupun
agama.  Berbeda
d dengan pribumi
i"i Myanmar, suku ini
Q‘d ~~ berbicara  dengan

71 1 bahasa dialek yang

T wes mirip dengan

) __, Bengali Chittagong

) ~  yang ada di

e Q{ mwwo  Bangladesh (Albert,

. 2017). Tempat

‘ : h',} | dimana suku ini

Source: (Amnesty Internasional, 2017)  terpusat adalah di

~ ~Rakhine State yang

berada di bagian barat Myanmar yang berbatasan

dengan Teluk Bengal, sampai pada utara yang
berbatasan dengan Bangladesh.

Gambar 1: Rohingya Camp




Penduduk Suku Rohingya banyak yang telah
datang kemudian menetap di Myanmar semenjak
masa penjajahan Inggris pada 1824-1948 (Amnesty
Internasional, 2017).Pada saat itu, Inggris telah
menjajah Myanmar - yang masih bernama Burma -
selama lebih dari seratus tahun dan menginginkan
pengembangan usaha pengolahan padi (Green,
MacManus, & Venning, 2015). Maka dari itu, imigran
dari Bangladesh dan India terus didatangkan Inggris
untuk menjadi buruh di Myanmar, terutama di
Arakhan. Pada awalnya imigran ini bersifat sementara
tetapi lama kelamaan mereka memilih menetap di
Myanmar.Sementara, jumlah Suku Rohingya yang
ingin melintasi perbatasan Bangladesh- Myanmar juga
terus bertambah.Keadaan ini terus terjadi sampai
Myanmar merdeka dari Inggris dan diangkatnya
Perdana Menteri pertama yaitu U Nu (Green,
MacManus, & Venning, 2015).Konsekuensinya
jumlah Suku Rohingya yang tinggal di Myanmar
mencapai hampir 1.1 juta orang®. Jumlah ini terus
meningkat drastis setelah mereka menetap dan
berkembang biak selama puluhan tahun (Aljazeera,
Who are the Rohingya?, 2018).

b. Hukum Kewarganegaraan 1982
Setiap negara punya cara yang unik untuk
menentukan status kewarganegaraan yang diakui.
Beberapa negara mengakui status kewarganegaraan
dengan melihat dimana orang tersebut di lahirkan (Jus
Sanguinis), contohnya adalah Perancis. Sementara itu,
ada pula yang melihat berdasarkan “blood” yang

Jumlah ini hanya perkiraan karena Suku Rohingya dikecualikan dari
sensus formal Myanmar (Amnesty Internasional, 2017)
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berarti seseorang akan mendapatkan kewarganegaraan
bila salah satu atau kedua orang tuanya merupakan
warga negara dari negara yang bersangkutan (Jus Soli).
Contoh negara yang menganut sistem ini adalah
Amerika Serikat. Dibalik hak perogratif negara untuk
menentukan status kewarganegaraan, harus disadari
bahwa sebagaimana Artikel 15 Universal Declaration
of Human Rights bahwa setiap orang berhak atas
kewarganegaraan dan tidak ada seorang pun orang
yang berhak mencabut paksa status kewarganegaraan
seseorang termasuk negara yang bersangkutan.

Di Myanmar sendiri, status kewarganegaraan
menjadi hal yang pelik untuk diperdebatkan.Etnis dan
agama menjadi faktor seseorang untuk diterima disana.
Sebenarnya, pada tahun 1947 direncanakan bahwa
Myanmar akan dibentuk menjadi sebuah negara
serikat federal yang didasarkan pada asosiasi yang
sukarela dan persamaan politik tanpa memandang
etnis dan agama, sebagaimana yang disebutkan oleh
Perjanjian Panglong yang pertama® Sayangnya, setelah
kemerdekaan Burma- kemudian mengganti nama
menjadi Myanmar- pada tahun 1948, negara tersebut
justru menjadi quasi- federal yang didominasi oleh
Suku Barma (United Nations High Commissioner for
Human Rights, 2016). Suku ini adalah suku terbesar
yang berjumlah dua pertiga dari seluruh populasi
Myanmar.

*Perjanjian Panglong diadakan pada 12 Februari 1947 di Panglong.
Perjanjian ini dihadiri oleh Jenderal Aung San sebagai pemerintah
sementara pada masa pra- kemerdekaan dan para pemimpin suku
Shan, Kachin serta Chin. Di perjanjian ini disepakati adanya prinsip
otonomi penuh dalam administrasi internal untuk daerah perbatasan
dan adanya persamaan posisi politik. Sayangna, perjanjian ini tidak
dipenuhin. Perjanjian ini diperbaharui oleh putrinya Aung San Suu
Kyi 70 tahun kemudian dengan mengadakan 21% century Panglong
Agreement (Frontier Myanmar, 2017).

20



Di bawah dominasi Suku Barma, suku
minoritas dipinggirkan dan mendapatkan beberapa
perilaku diskriminasi. Suku minoritas yang merasa
bahwa ada ketidakadilan yang diterima oleh mereka
memutuskan untuk menuntut hak untuk menentukan
nasib sendiri melalui otonomi daerah dan juga
pembagian kekuatan dan juga sumber daya alam.Alih-
alih  harapan suku minoritas terkabul, justru
mendorong adanya konflik domestik dalam berbagai
skala dan intensitas.Keadaan tersebut juga diperburuk
setelah militer mengambil alih pemerintahan pada
tahun 1962, yang membuat suku- suku minoritas
semakin terpinggirkan dan dibatasi hak- haknya
(United Nations High Commissioner for Human
Rights, 2016).

Keadaan tidak menguntungkan ini terutama
berdampak langsung pada status eksistensi Suku
Rohingya di Myanmar. Bagaikan menabur garam
kedalam luka, Pemerintah mengeluarkan Hukum
Kewarganegaraan Tahun 1982 yang tidak
memasukkan Rohingya diantara 135 etnis yang diakui
(BROUK, 2014). Di dalam chapter dua poin ketiga,
hukum kewarganegaraan ini menyebutkan bahwa:

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen,
Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic
groups as have settled in any of the territories
included within the State as their permanent
home from a period anterior to 1185 B.E., 1823
A.D. are Burma citizens.” (UN-ACT, 2014)

Implementasi Hukum Kewarganegaraan Tahun 1982
tersebutmenambah  penderitaan  yang  dialami
Rohingya.
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Keputusan mengeluarkan  Rohingya ini
diambil dengan menganggap bahwa suku yang diakui
adalah yang telah menjadi bagian suku nasional di
Myanmar sebelum penjajahan Inggris (1924).
Sehingga, Suku Rohingya yang baru memasuki
Myanmar paska Inggris menduduki Myanmar, secara
otomatis keluar dari kandidat warga negara Myanmar
yang diakui.

Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan 1982
yang ditetapkan oleh partai sosialis tersebut, status
kewarganegaraan yang diakui dibagi menjadi tiga
bagian, yaitu:

1. Full Citizenship adalah warga negara seperti
Kachin, Kayah, Keren, Chin, Burman, Mon,
Rakhine atau Shan dan kelompok etnis lain yang
telah menetap sebelum tahun 1823 dan invansi
Inggris.

2. Associate Citizenship adalah warga negara yang
ditetapkan berdasarkan Hukum Kewarganegaraan
1948 dan merupakan konsep kewarganegaraan
yang lebih longgar. Dalam hal ini, seorang warga
negara  asing  dapat  diberikan  status
kewarganegaraan bila telah menetap lebih dari
lima tahun, berbicara bahasa pribumi dan
menghormati hukum tanah.

3. Naturalization  Citizenship  adalah  status
kewarganegaraan bagi mereka yang tiba sebelum
tahun 1948, tetapi belum tentu sebelum invasi
Inggris, yang yang belum diterapkan untuk
menjadi warga sebelum tahun 1982 (Myanmar
Times, 2018).

Didasarkan oleh peraturan tersebut, Rohingya
yang tidak merupakan bagian dari suku asli Myanmar
pun dikecualikan dari daftar kewargenegaraan
Myanmar terkecuali bagi yang bisa menunjukkan



bukti bahwa mereka adalah berkewarganegaraan
naturalisasi. Meskipun demikian, dikarenakan adanya
kesenjangan hukum semenjak lama, dokumen-
dokumen yang mencantumkan status kewagangaraan
tersebut tidak pernah susah- susah dibuat oleh otoritas
yang berkuasa dahulu. Apalagi, hukum yang mengatur
tentang kewarganegaraan naturalisasi yang masih
masuk akal yaitu 1948 Citizenship Act telah diganti
dengan hukum yang memberikan standar yang terlalu
tinggi bagi calon kewarganegaraan naturalisasi
(BROUK, Myanmar's 1982 Ciizenship Law and
Rohingya, 2014). Sehingga hampir tidak mungkin
bagi Suku Rohingya untuk mendapatkan status
kewarganegaraan tersebut.

Dengan demikian, terkecuali yang bisa
menunjukkan  bukti  bahwa  mereka adalah
berkewarganegaraan naturalisasi, Suku Rohingya
bukanlah warga negara Myanmar. Dengan tidak
dikakuinya Rohingya dalam daftar resmi 135 etnis
yang memenuhi syarat untuk  mendapatkan
kewarganegaraan  penuh  berdasarkan ~ Hukum
Kewarganegaraan 1982 ini, tentu saja memberikan
fasilitasi pada pelanggaran- pelanggaran hak asasi
manusia. Hal ini termasuk dalam pembatasan
kebebasan bergerak, pembatasan akses kesehatan,
mata pencaharian, serta menjastifikasi penangkapan,
penahanan sewenang- wenang, dan juga kerja paksa.
Suku Rohingya terus dikontrol oleh pos keamanan
yang dibuat oleh aparatur negara. Mereka diberikan
batasan untuk melakukan perjalanan  dengan
menerapkan peraturan jam malam serta kontrol ketat
akses keluar masuk daerah tempat tinggal mereka.
Selain berbagai restriksi tersebut, Suku Rohingya
mengalami penderitaan diakibatkan kondisi hidup dan
akses yang buruk (Human Rights Watch, 2017).
Selanjutnya, Rohingya juga terpinggirkan dalam
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mendapatkan akses perlindungan dari Pemerintah
Myanmar. Hal itu menyebabkan semakin tereksposnya
mereka pada berbagai ketidakadilan dan juga
kekerasan (BROUK, 2014).

Deskriminasi terhadap Suku Rohingya ini
menyebabkan sampai sekarang mereka tidak memiliki
kewarganegaraan.  Hal  tersebut tentu  saja
mengesampingkan pengimplementasian dari Universal
Declaration of Human Right dan UNGA Internasional
Convention on Elimination of all Forms of Racial
Descrimination yang telah menyebutkan bahwa setiap
orang berhak untuk mempunyai kewarganegaraan
tanpa deskriminasi, baik itu ras ataupun agama
(BROUK, 2014).

Ledakan Ketegangan Komunal dan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia

Paska terjadinya krisis kemanusian serius dan
skala luas di Maungdaw pada 2016, sekitar 120.000 Suku
Rohingya masih terlantar di kamp pengungsian yang
terletak di  Rakhine State. Kondisi ini adalah yang
terparah semenjak kampanye ethnic cleansing yang
dilakukan dari Juni sampai Oktober tahun 2012.
Meskipun kondisi Suku Rohingya, sudah memprihatinkan
semenjak ledakan krisis tersebut, namun tidak juga
memberikan pencerahan bagi Pemerintah Myanmar untuk
melonggarkan restriksi dan juga menghentikan kekerasan
yang ada disana. Warisan pendekatan “devide and rule”
dari Militer Burma yang ada, menyebabkan konflik
semakin meluas (Human Rights Watch, 2017). Hal ini
juga diperparah dengan semakin besarnyar ketegangan
komunal yang ada diantara kelompok pribumi Budha dan
juga Suku Rohingya, yang akhirnya menjadi akar dalam
eskalasi krisis sepanjang tahun 2017.



Berikut adalah timeline peristiwa penting paska meledaknya eskalasi
ketegangan komunal antara pribumi Budha dan juga Suk Rohingya sampai tahun
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Gambar 2: Timeline ketegangan komunal dalam Krisis Myanmar
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a. Periode Tahun 2014

Ketegangan antara komunitas Budha dan
Muslim Burma telah terpicu semenjak Juni 2012 dan
terus berlanjut hingga tahun 2014. Biksu Budha
ultra-nasionalis dalam "Gerakan 969" menggunakan
retorika inflamasi yang terkadang memicu kekerasan
terhadap Muslim. Di bulan Juli, penyerangan
terhadap properti yang dimiliki oleh komunitas
Muslim di pusat Mandalay terjadi, yang akhirnya
membunuh dua orang, terdiri dari satu orang Budha
dan Satu orang Muslim (Human Right Watch, 2015).
Penindasan terhadap Muslim Rohingya di
Negara Bagian Arakan Barat Burma juga terus
berlanjut sepanjang tahun 2014, terutama terhadap
140.000 orang pengungsi internal yang terpaksa
meninggalkan rumah mereka pasca kekerasan yang
terjadi pada tahun 2012 (Human Right Watch, 2015).
Sepanjang 2014, pembatasan- pembatasan terhadap
Muslim Rohingya juga terus dilakukan, sebagaimana
yang di sebutkan di dalam analisis Fortify Right
tentang dua belas dokumen kebijakan pemerintah
dari tahun 1993- 2013 yang bocor (Fortify Right,
2014)3. Pembatasan ini terjadi terutama terhadap
satu juta etnis Rohingya yang tinggal di Kkota
Maungdaw dan Buthidaung di sepanjang perbatasan

Bangladesh.
Pada awal 14 Januari 2014, serangkaian
peristiwa kekerasan yang paling mematikan tehadap
etnis Rohingya terjadi. Kekerasan ini dinilai yang

% pada Februari 2014, Fortify Right merilis report yang memabahas
tentang analisis dua belas dokument tentang kebijakan pemerintah
Myanmar yang dianggap menindas hak Rohingya, meliputi
kebijakan dua anak, kebijakan pembatasan kelahiran, Kebijakan
pembatasan pernikahan dan Kebijakan pembatasan bergerak, serta
membahas bagaimana Myanmar melakukan kontrol populasi yang
ketat terhadap etnis Rohingya.
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paling kejam semenjak perselisihan yang dimulai
sejak tahun 2012 tersebut. Hal ini terjadi ketika
pasukan keamanan dan Budha Rakhine dilaporkan
menyerang desa Du Char Yar Tan di negara bagian
Rakhine Utara, yang menewaskan lebih dari 40
orang Rohingya, termasuk wanita dan anak- anak
(Human Right Watch, 2015). Kekerasan ini
terungkap setelah sekelompok orang menemukan
kira- kira sepuluh kepala -diantaranya anak- anak-
mengambang di air tank (Harvey, 2014). Meskipun
demikian, investigasi internasional ditolak oleh
pemerintah dengan klaim “tidak ada bukti yang
cukup”.

Kejadian ini juga disoroti oleh UN High
Commissioner for Human Rights, Navi Pillay yang
pada 23 Januari 2014 mengatakan bahwa UN
menerima informasi dari sumber yang kredibel
bahwa Muslim Rohingya diserang dan dibunuh oleh
penduduk lokal (UNHR, 2014). Awalnya, pertikaian
terjadi dikarenakan dugaan pembunuhan polisi pada
13 Januari 2014 oleh Muslim Rohingya, setelah
dilaporkan hilang usai masuk ke desa yang ditempati
Muslim Rohingya. Pertikaian ini juga semakin
memanas setelah terdapat laporan adanya seorang
wanita Budha yang diperkosa oleh satu atau lebih
pemuda Muslim pada Juni 2014 (BBC, 2014).

b. Periode Tahun 2015

Pada tahun 2015, transisi yang rumit dari
pemerintahan militer ke demokrasi mulai mengalami
kemajuan dan sudah mulai tenang.Meskipun
demikian, adanya kemajuan dalam bidang politik
serta kebebasan ekspresi dan media tersebut, tidak
menjamin keberhasilan komitmen pemerintah dalam
membenahi penghormatan hak asasi manusia di
Myanmar. Deskriminasi dan juga pelanggaran hak

27



28

asasi manusia terhadap minoritas Muslim Rohingya
masih mengalami intensifikasi yang tinnggi sebagai
dampak dari manifestasi kekuatan ultra- nationalism
oleh Nationwide League to Protect Race and
Religion (Ma Ba Tha, yang terlah terbentuk tahun
2014.

Ma Ba Tha terus mendesak pemerintah
untuk memberlakukan empat race and religion laws
yang lolos di Mei 2015: the Population Control Law,
the Buddist Women’s Special Marriage Law, the
Religious Conversion law, dan the Monogami
Law(Human Rights Watch, 2016). Undang-undang
dirancang untuk melindungi agama Buddha yang
merasa teranam terhadap keberadaan Muslim
Rohingya.Dengan adanya undang- undang ini maka
semakin terjadi deskriminasi dan juga pelanggaran
terhadap hak bebas beragama. Adanya undang-
undang ini tampaknya menjadi langkah-langkah
terselubung  untuk  semakin  meminggirkan
masyarakat minoritas Muslim. Sehingga organisasi
sosial Burma yang secara terbuka mengkritisi adanya
hukum ini akan dicap sebagai “penghianat”.

Menurut data Human Right Watch (2016),
sekitar 140.000 penduduk Muslim Rohingya tetap
terlantar di  kamp  pengungsian  Rakhine
State. .Mereka menjadi subjek pembatasan yang
ketat dari pemerintah, baik itu dalam hal kebebasan
untuk bergerak dan juga akses kebada kebutuhan
dasar. Meskipun pada tahun ini humanitarian aid
sudah mulai bisa masuk ke Myamar untuk
memberikan bantuan ke Rohingya, namun kondisi
kamp yang memprihatikan serta ancaman akan
ledakan kekerasan yang baru nyatanya masih
menjadi hal yang sangat dikhawatirkan (Human
Rights Watch, 2016).



Pada Maret 2015, kekhawatiran akan
ketegangan baru benar- benar terjadi. Pada bulan itu,
terjadi perkelahian antara militer dan Myanmar
National  Alliance Army (MNDAA). Pada
perkelahian ini,, militer menggunakan serangan
udara dan juga sejata berat untuk melawan MDAA.
Diakibatkan oleh hal ini, sepuluh juta warga sipil
terlantar di Kokang serta menyebabkan 5000 warga
Suku Rohingya memilih mengungsi ke Thailand,
Malaysia dan Indonesia dengan menggunakan kapal
(Lowenstein, 2015).

c. Periode Tahun 2016

Minoritas Muslim Rohinga di Burma terus
menghadapi kekerasan yang merajalela seta tidak
dihormati hak- hak asasi manusianya sepanjang
tahun 2016. Suku Rohingya semakin sengsara
dengan meledaknya kekerasan di distrik Maungdaw
yang terletak di utara Rakhine State. Kejadian ini
terjadi sebagai akibat dari eskalasi penyerangan 9
Oktober di tiga pos perbatasan yang menyebabkan
tewasnya sembilan petugas polisi yang dilakukan
oleh lebih dari 500 penyerang (New York Times,
2016). Setelah memberikan penegasan bahwa
serangan tersebut pada awalnya dilakukan oleh
militer ~ muslim  bersenjata  terlebih  dahulu,
pemerintah lantas melandasi hal tersebut sebagai
dasar untuk melakukan operasi pembersihan yang
bertujuan menemukan dalang dari kejadian tersebut.
Dalam operasi ini, pemerintah juga melarang adanya
akses bantuan kemanusiaan, peliputan oleh media
independen serta pelarangan kelompok pemantau
penghormatan hak asasi manusia untuk masuk
kesana (Human Rights Watch, 2017).
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Meskipun Pemerintah Myanmar mengatakan
bahwa mereka melakukan aksi ini untuk mencari
dalang dari penyerangan awal Oktober tersebut,
namun pada kenyataannya aktivis hak asasi manusia
dan warga Rohingya yang berhasil selamat
mengatakan bahwa militer juga melakukan
kekerasan terhadap Suku Rohingya yang tidak
bersenjata (Human Rights Watch, 2017). Selain itu,
pada 11 November, militer juga telah melakukan
serangan udara melalui helikopter yang membunuh
banyak warga sipil dari pihak Rohingya. John
McKissick sebagai ketua bantuan pengungsi
UNHCR di Perbatasan Bangladesh, mengatakan
bahwa  militer  melakukan pembunuhan,
pemerkosaan dan kekerasan seksual lain, penyiksaan,
perlakuan tidak menyenangkan serta melakukan
penahanan (Aljaeera, 2016). Selain itu, Hal ini
dilakukan sebagai bentuk hukuman kolektive atas
tindakan muslim bersenjata.

Menurut  kesaksian dari seorang pria
Rohingya yang berhasil selamat yang bernama
Muhammad Ayaz, militer membunuh banyak warga
sipil termasuk istrinya yang sedang hamil. la juga
menjelaskan bahwa militer juga membakar desa-
desa yang dihuni oleh Suku Rohingya,
menghancurkan toko- toko yang dimiliki oleh
Muslim Rohingya serta masjid (Aljaeera, 2016).
Berdasarkan gambar yang diambil dari satelit, dapat
terlihat kondisi kerusakan parah diakibakan oleh
pembakaran, yang kira- kira menghancurkan lebih
dari 430 bangunan tersebut (Human Rights Watch,
2017).



Berikut adalah gambar perbandingan kondisi
desa yang ditempati oleh Suku Rohingya sebelum
dan sesudah operasi militer tahun 2016:

Gambar 3: Situasi Sebelum operasi militer

Source: '(Aljaeera 2016)

Gambar 4: Gambar pasca operasi milt er

Source: (Aljaeera, 2016)
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Dikaitkan dengan kekerasan skala besar ini,
berbagai pihak mengecam pemerintah Myanmar
karena ketidakmampuan mereka dalam mengontrol
militer serta melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Meskipun telah terdapat banyak bukti,
namun pemerintah Myanmar tidak mengakui akan
adanya tuduhan tersebut.

Ledakan Krisis Terbaru dan Crimes Against
Humanity

Situasi keamanan di Myanmar pada tahun 2017
tidak juga membaik. Sebaliknya, pada 25 Agustus 2017,
terjadi ledakan krisis skala besar yang akhirnya
mendorong lebih dari 723,000 Rohingya untuk
mengungsi ke Bangladesh. Diantara orang-orang yang
sampai di Bangladesh, rata- rata diisi oleh perempuan dan
anak- anak. Lebih dari 40% adalah anak dibawah usia 12
tahun (UNHCR, 2017).

Situasi ini terjadi setelah pemerintah kembali
meluncurkan operasi militer besar -besaran sebagai
respon dari serangan Arakan Rohingya Salvation Army
(ARSA) kepada 20 kantor kepolisian yang terletak di
dekat Koe Tan Kauk, sebuah desa yang berdekatan
dengan Chein Kar Li di Rathedaung . Dengan adanya
serangan yang dilakukan ARSA tersebut dianggap
sebagai jastifikasi bagi militer untuk semakin menekan
Rohingya yang dianggap ancaman terhadap keamanan
nasional. Militer dibantu dengan kelompok pribumi
Budha pun meluncurkan serangan ke desa yang ditempati
oleh Suku Rohingya dan melakukan pembunuhan besar-
besaran, pemerkosaan disetai kekerasan seksual, dan juga
pembakaran masal properti yang dimiliki Rohingya.
Berdasarkan gambar yang diambil dari satelit terdapat
lebih dari 340 rumah dan bangunan lain yang dibakar
(Human Rights Watch, 2018).



Menurut hasil wawancara Amnesty Internasional
kepada Suku Rohingya yang berhasil selamat, militer
yang berseragam hijau tua datang kira- kira pukul tujuh
sampai delapan pagi (Amnesty Internasional, 2017).
Mereka pun langsung melakukan pembakaran pada
rumah- rumah yang ditempati oleh Rohingya. Menurut
gambar yang diambil oleh satelit, terdeksi lokasi
pembakaran yang besar terjadi pada tanggal 25 Agustus
tersebut.

Gambar 5: Bukti pembakaran desa Suku Rohingya

Google Earth

Source: (Amnesty Internasmnal 2017)
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Penyerangan yang dilakukan oleh militer ini dianalisiskan
sebagai serangan yang sistematik dan tersebar luas.
Kejadian ini mengindikasikan terjadinya pelanggaran
penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga
crimes against humanity” sebagai mana yang tercantum
dalam hukum internasional. Militer yang dibantu oleh
pribumi Budha ini telah melakukan kejahatan besar
dengan melakukan kekerasan serta deskriminasi berat
terhadap suku minoritas, yang akhirnya memaksa suku
tersebut untuk pindah dari tempat yang mereka panggil
“rumah”

*Crimes against humanity adalah perilaku terlarang yang dilakukan
secara tersebar dan juga sistematis yang dilakukan untuk
menargetkan suatu populasi yang merupakan bagian dari negara dan
kebijakan internasional. The Rome Statute of the International
Criminal Court mendefinisikan Crimes against humanity dalam
artikel ke 7: “For the purpose of this Statute, ‘crime against
humanity” means any of the following acts when committed as part
of a widespread or systematic attack directed against any civilian
population, with knowledge of the attack...”. Serta menjelaskan aksi
yang bersangkutan dalam artikel ke 11: “crimes, or “acts,” including
“[m]urder”; ““forcible transfer of population”; *“[t]orture”;
“[r]ape’; as well as “[p]ersecution against any identifiable group™
on any “grounds that are universally recognized as impermissible
under international law.” (Amnestylnternasional, 2017)
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Table 1. Perincian penyebab kematian dan kuantitas Suku
Rohingya yang meninggal dalm akibat kekerasan pada 25
Agustus 26 Agustus

Eskerasan Penyshzab | Totzl Populasi wvang | Populzsi anzk = 3 thn yang
Eematian Menmggal karena | Meninggal Larena
Eekerasan (71,7 %) Eskerazan (72,8 %)

Dripukauli 30% 6.9%

Eekarazan Seksual 26% 0.,0%:

Ditembak 624 % 39.1%

Dibakar dalam Fumsh 88% 14.1%

Fanjan Lo% 23%

Ditzhan Diculik 03% 0.0%%

Dipotong leher 02% 0.0%

Lnkmown 04% 23%

Lam- lain 1231% 14.8%

Source: (MSF, 2017)

Bedasarkan data penelitian dari Medecins Sans
Frontieres (MSF), 71,7 % kematian Suku Rohingya yang
terjadi dari periode 25 Agustus- 24 September rata- rata
disebabkan kekerasan, berupa dipukuli, kekerasan seksual,
dibakar dan kejahatan lainnya. Anak- anak yang
seharusnya mendapatkan perlindungan juga tidak
terkecualikan dari kekerasan ini. Di periode tersebut,
anak- anak yang meninggal karena kekerasan mencapai
angka 72,8 %. Perincian dari penyebab kematian dan
presentase akan dijelaskan pada tabel berikut:

Ledakan krisis pada 25 Agustus juga berdampak
pada jumlah pengungsi yang memilih untuk menyebrangi
perbatasan Bangladesh. Pada awalnya sudah terdapat
303.070 pengungsi yang terbagi di enam kamp
pengungsian.Namun, semenjak serangan 25 Agustus,
terjadi penambahan pesat pengungsi di kamp
pengungsian Bangladesh yang telah  diperbesar
tersebut.Kutapalong dan Balukhali sebagai kamp
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pengungsi terbesar yang dulunya terpisah Kkini telah
menyatu diakibatkan oleh ekspansi pengungsi yang
berlebihan.  Akibatnya, = Pemerintah  merecanakan
dibangunnya mega camp yang dapat menampung lebih
dari 400.000 orang(Reliefweb, 2017).Berikut data yang
menunjukkan ekspansi daerah pengungsian di Bangladesh
yang diakibatkan oleh serangan 25 Agustus:

Table 2: tabel jumlah tempat pengungsi di Bangladesh paska
serangan 25 Agustus 2017

Location Before 25 Aug | After 25 Aug | Total
Existing makeshift settlements and refugee cai

Kutupalong— 99,705 340782 440,487
Balukhali expansion

Nayapara RC 19,230 15327 34,557
Shamilapur 8433 17995 26,428
Kutupalong RC 13901 11842 25743
Leda MS 14,240 9,866 24106

New spontaneous settlements
Hakimpara 140 55,057 55197
Jamtoli 72 33226 33298
Unchiprang - 30,384 30,384
Thangkhali 100 29,751 29,851
Moynarghona 50 21418 71,468
Chakmarkul = 10,500 10,500
Host communities

Teknaf 34437 34075 68512
Ukhia 8125 9,543 17,668
Cox's Bazar Sadar 12485 1,683 14,168
Ramu 1,600 830 2430
TOTAL 212518 622,279 834,797

Source: (Reliefweb, 2017)

Dari data tabel diatas, dapat terlihat bahwa ada
peningkatan jumlah pengungsi yang terjadi paska
meledaknya eksalasi krisis pada 25 Agustus. Pengungsi-
pengungsi Suku Rohingya yang semakin melonjak
jumlahnya tersebut masuk ke Bangladesh dan menyebar
ke daerah pengungsian yang tersebar di wilayah
perbatasan Bangladesh, meliputi:




Chart 1: Kenaikan jumlah pengungsi yang mmelewati
Bangladesh(Reliefweb, 2017)

671,000 new

Aug  Sep Oct Nav Dec Jan

Source: (Reliefweb, 2017)

Pengungsi tersebut tersebar diberbagai daerah di
perbatasan Bangladesh. Dengah penyebaran penungsi
dapat dilihat sebagai berikut (UNOCHA, 2017)

Gambar 6: Daerah penyebaran pengungsi di Bangladesh
(UNOCHA, 2017)

o ey
/{’ R 602,400
533466 e
\g,?oo - " 11,700
s S
S \
22,000, o _ X e
3 ,
¥.900 ‘,‘
\
....... o
Y
\

9,300 % ¥ Er{26.300
327800 3 =i 35 000
29 S5 S ;

Source: (UNOCHA, 2017)
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Merespon dari kekejaman yang terjadi ini menyebabkan
Zeid Ra’ad Al Hussein sebagai kepala UN Office of the
High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
mendeklarasikan operasi militer sebagai "a textbook
example of ethnic cleansing"(The Guardian, 2017).
Selain itu, berbagai organisasi hak asasi manusia seperti
Amnesty Internasional dan Human Right Watch juga
telah mengekspresikan keprihatinan terhadap adanya
indikasi adanya crimes against humanity yang terjadi
terhadap Suku Rohingya.

Berdasarkan hukum internasional, pelaksanaan
crimes against humanity adalah subjek dari hukum.Oleh
sebab itu, jika terdapat indikasi kejahatan tersebut dapat
di rekomendasikan ke Internasional Criminal Court
(ICC). Sayangnya, meskipun berbagai pihak telah
membuktikan adanya indikasi mengarah ke  crimes
against humanity, namun sampai sekarang permasalahan
kekerasan ini belum juga sampai ke meja ICC. Hal ini
disebabkan olen ICC mempunyai limitasi diakibatkan
Myanmar yang bukan merupakan negara Yyang
meratifikasi Rome statue. ICC juga tidak bisa
menghukum tindakan kekerasan atau kegiatan yang
melanggar hak asasi manusia oleh sebuah negara, bila
kejahatan tersebut dilakukan diteritori negara yang
bersangkutan. Sehingga, untuk dapat diproses di ICC,
membutuhkan rekomendasi dari UNSC


http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108
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